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ABSTRACT

Relationships between doctors and patients in the field of medicine, also known as therapeutic transactions, in which both
parties have rights and obligations that must be carried out fairly and in a balanced manner. A contractual notion or
agreement, which is a written or oral agreement made by two or more parties, is required for the connection to be balanced.
In health care, there are two sorts of legal ties between patients and doctors: therapeutic contracts and relationships governed
by laws and regulations. When a first relationship is formed, it begins with a (unwritten) agreement that assumes both parties'
wishes would be met once an agreement is reached. Regulatory interactions typically occur because doctors' obligations are
imposed by their profession without the requirement for patient permission. In interdependent health services, the contractual
idea relationship between doctors and patients can be balanced if each party understands their rights and obligations. Either
a lawsuit based on default or an alleged legal infraction is the issue. The plaintiff (patient) must be able to show that the
defendant's (doctor's) fault or carelessness caused the patient's injury. Both parties must be aware of their rights and
obligations in order for the contractual relationship between a doctor and a patient to be balanced. The most crucial thing to
understand about the contractual notion in prosthodontic specialized health services is ethics. Dental ethics is defined as the
application of moral concepts and virtues to the profession of dentistry.
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ABSTRAK
Padahubungan antaradokterdengan pasiendalambidangkesehatan atau transaksi terapeutik, terdapathak dan kewajiban kedua
belah pihak yang harus secara bersama dijalankan dengan seimbang. Untuk itu perlu dibuatkan konsep kontraktual yang me-
rupakan persetujuan tertulis maupun lisan dibuat oleh dua pihak atau lebih. Ada dua jenis hubungan hukum antara pasien dan
dokter dalam pelayanan kesehatan, yaitu hubungan karena terjadi kontrak terapeutik dan hubungan karena peraturan perun-
dangan. Dalam hubungan yang pertama, diawalidengan perjanjian tidak tertulis sehingga kehendak keduabelah pihak diasum-
sikan terakomodasi pada saat kesepakatan tercapai. Hubungan peraturan-perundangan biasanya muncul karena kewajiban
yangdibebankankepadadokter disebabkan oleh profesinya tanpa perlu dimintakan persetujuan dari pasien. Karenahubungan
hukum antara dokter dan pasien lahir karena perjanjian, maka apabila pasien merasa dirugikan akibat tindakan medik tertentu
yangtidak sesuaidenganisiperjanjian, maka ia dapat mengajukan gugatan wanprestasi. Permasalahannyaadalah baik gugatan
atas dasar wanprestasi atau dugaan perbuatan melanggar hukum. Pasien sebagai penggugat harus dapat membuktikan kesa-
lahan atau kelalaian dokter sebagai tergugat yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien. Dalam perikatan konsep kontrak-
tual dikenal ada dua macam perjanjian, yang disebut perjanjian upaya dan perjanjian hasil. Agar hubungan kontraktual dokter
dan pasien berjalan seimbang maka, kedua belah pihak dituntut untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Padahubungankonsep kontraktual dalam pelayanan kesehatan spesialistik prostodonsia tersebut hal yang paling utama dipa-
hami adalah etika karena etika kedokteran gigi menerapkan prinsip-prinsip moral dan kebaikan.
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PENDAHULUAN
Pesatnyaperkembangankehidupan dalam bidang
kesehatan menyebabkan masyarakat sebagai pasien,
semakin menyadari akan hak-haknya yang harus di-
hormati oleh dokter sebagai pemberi jasa layanan ke-
sehatan, agar terhindar dari malpraktik kedokteran. Hu-
bunganantaradokter dengan pasien dalam bidang ke-
sehatan di dalamnya terdapathak dankewajibankedua
belah pihak yang harus sama-sama dijalankan dengan
seimbang. Agarhubungan tersebut seimbang makaper-
lu dibuatkan konsep kontraktual atau perjanjian. Per-

DOI 10.35856/mdj.v10i2.434

janjiantersebut dapat berupapersetujuan tertulis mau-
pun lisan yang dibuat oleh kedua pihak dan masing-
masing sepakat akan menaati hal yang tersebutdalam
persetujuan yang dibuat.

Seorangpasien berhak memperoleh informasi se-
lengkap-lengkapnya dari dokter mengenai penyakit
yangdideritanya, tindakan yang harus diterima, dam-
paknyaterhadap kesehatan atas tindakan tersebut bah-
kan pasien berhak mencari pendapat lain tentang pe-
nyakitnya. Hal tersebut merupakan hak pasien yang se-
layaknyadihormati olehtenagakesehatan sehinggala-
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yanankesehatan yang diberikan tenagakesehatan khu-
susnya dokter gigi kepada pasien harus diberikan se-
baik-baiknya, sesuai dengan Standar Profesi, Standar
Prosedur Operasional danKode Etik Kedokteran Gigi
Indonesia. Standar bagi profesikedokteran diharapkan
mampumelindungipasien dari praktikkedokteranyang
menyimpang, yang merugikan pasien.'

Semua perbuatan dalam pelayanan medis dapat
mengalamikesalahan (baik sengajaataulalai) yang da-
patberujung padamalpraktik kedokteran apabila dila-
kukan secaramenyimpang dari standar profesi atau stan-
daroperasi. Malpraktik kedokteran yang dilakukanoleh
dokter yang menimbulkan kerugian pada pasien dapat
dituntutatas dasar wanprestasi dan/atau perbuatan me-
lawan hukum.?

Dengan demikian perludipahamilandasanhukum
dalam kontrak terapetik antara dokter dengan pasien,
mengetahui danmemahami hak dan kewajiban pasien
serta hak dan kewajiban dokter. Hubungan dokter dan
pasien secara hukum, umumnya terjadi melalui suatu
perjanjianataukontrak. Untuk menilai sahnya perjanji-
antersebut diterapkan ketentuan pasal 1320 KUHPer-
data, danpelaksanaannyaberdasarkanketentuan pasal
1338 dan 1339 KUHPerdata.>* Para pihak akan paham
posisinyasehinggakepastian hukum dalam pelayanan
kesehatan dapat terwujud secaraoptimal. Dengan ada-
nyakesepakatan antara dokter dan pasien, melahirkan
tanggungjawab terhadap kedua belah pihak.?

Kesalahan dan masalah yang timbul dalam pela-
yanan kesehatan spesialis prostodonsia dapat terjadi
karenakurangnyapengetahuan tentang konsep kontrak-
tual dalam pelayanan kesehatan bidang prostodonsia.
Baik dokter spesialis prostodonsiamaupun pasien pen-
tinguntuk mengetahui hak dan kewajibannyamasing-
masing serta aturan-aturan yangadaselama proses pe-
layanankesehatan yang diberikan oleh dokter danyang
diterimaoleh pasien, sehingga pelayanankesehatan da-
pat berjalan dengan optimal.

Artikelini khusus membahas hubungan kontrak-
tual antara pasien dengan dokter gigi spesialis prosto-
donsia.

TINJAUAN PUSTAKA
Konsep kontraktual

Hubungan hukum pasien dan dokter dalam hal
kontrak terapeutik dan perundang-undangan melahir-
kan tanggung jawab hukum, tanggung jawab profesi
dan tanggung jawab etika dari seorang dokter.'* Seo-
rang dokteratau dokter gigi yang melakukan pelanggar-
andapatsaja dituntutdalam beberapa peradilan, misal-
nyapengadilanperdata, pengadilan pidana dan penga-
adilan administratif. Selain itu dokter atau dokter gigi
juga dapat diperhadapkan pada pengadilan etik organi-
sasi profesi dan pengadilan disiplin profesi.'
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Dengan demikian, sangat dibutuhkan konsep kon-
traktual dalam pelayanan kesehatan. Pada Kamus Be-
sar Bahasa Indonesia, konsep ditulis sebagairancang-
an, ide atau gambaran dari suatu hal dan kontraktural
artinyamenurutperjanjian; sechingga disimpulkankon-
sepkontraktual ituadalah suaturancanganatau ide da-
lam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut merupakan
persetujuan tertulismaupun lisan yang dibuatoleh dua
pihak atau lebih dan masing-masing bersepakat akan
menaati apa yang tersebut dalam persetujuan yang di-
buat. Agarsuatuperjanjianitulegal makaharus dibuat-
kanaturan-aturan secara tertulis yang disebut hukum.
Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang di-
buat oleh suatu kekuasaan dalam mengatur pergaulan
hidup bermasyarakat.*

Semua ketentuanhukum yang berhubungan lang-
sung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan
dan penerapannyadisebut hukum kesehatan 24 Hal ini
berarti hukum kesehatan adalah aturan tertulis menge-
nai hubungan antara pihak pemberipelayanankesehat-
tan dengan masyarakat atau anggota masyarakat. Jadi
sendirinyahukumkesehatan itu mengatur hak dan ke-
wajiban masing-masing penyelenggara pelayanan dan
penerima pelayanan atau masyarakat.*

Pelayanan kesehatan

Pendekatan layanan medik kesehatan gigi lebih di-
tekankan pada layanan medik gigi secara perorangan
yangmeliputi layanan medik dan layanan administratif.
Karenamerupakan layananmedik gigi perorangan, ma-
ka titik awalnya adalah pertemuan antara dokter gigi
denganpasien dantitik akhirnyaadalah tindakanmedik
gigisudahdinyatakanselesaioleh dokter gigi. Dengan
demikian sebenarnya secara episodik layanan medik
gigimeliputiepisode layanan administrasi (pencatatan
identitas penderita), episode rencana perawatan, pera-
watan, dan pascaperawatan. Pelayanan medik kesehat-
an gigi danmulutadalah bagiandarilayanan kesehatan
dandidefinisikan sebagai setiap upayakesehatan seca-
ramandiri atau bersama dalam suatu organisasi untuk
memelihara derajat kesehatan yang ditujukan kepada
individu, keluarga, kelompok dalam masyarakat.

Layanan kesehatan merupakan salah satu bentuk
jasasesuaidengan pengertian UU Perlindungan Kon-
sumen,karena layanan kesehatan menyediakan prestasi
berupa pemberian pengobatan kepada pasien yang di-
sediakan untuk masyarakat luas tanpa kecuali. Secara
umum, jasalayanan kesehatan memiliki beberapa ka-
rakteryangkhas, yangmembedakannya dengan barang,
yaitu 1) intangibility;jasalayanan kesehatan memiliki
sifat tidak berbentuk, tidak dapat diraba, dicium, atau
dirasakan. Tidak dapat dinilai atau dinikmati sebelum
layanankesehatan diterima. Jasa juga tidak mudah dipa-
hami secararohani;jikapasienakanmenggunakan atau
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membelijasa pelayanan kesehatan, iahanyadapatme-
manfaatkannya, tetapi tidak dapat memilikinya;2)in-
separability, barang harus diproduk dulu sebelum di-
jual. Untuk jasa layanan kesehatan, jasa harus dipro-
duksi secarabersamaan pada saat pasien meminta pe-
layanan kesehatan; 3) variability, jasa juga banyak
variasinya (nonstandardized output). Bentuk, mutu,
dan jenisnya sangat tergantung dari siapa, kapan, dan
dimanajasa tersebut diproduksi, sehingga mutujasala-
yanan kesehatan yang people based dan high contact
personnel sangat ditentukan oleh kualitas komponen
manusia sebagai faktor produksi, standar prosedur se-
lama proses produksinya, dan sistem pengawasannya;
4)perishability,jasamerupakan sesuatu yang tidak da-
patdisimpan dantidak tahanlama. Tempattidurrumah
sakit yang kosong, atau waktu tunggu dokter yang ti-
dak dimanfaatkan oleh pasien akan hilang begitu saja
karena jasa tidak dapat disimpan. Selain itu, di bidang
pelayanan kesehatan, penawaran dan permintaan jasa
sangatsulitdiprediksi, karenatergantung dariadatidak-
nya orang sakit. Tidak etis jika rumah sakit atau dok-
terpraktik mengharapkan agar selaluada orang sakit.°
Konsep kontraktual dalam pelayanan kesehatan:
hubungan kontraktual dokter dan pasien

Adaduajenis hubungan hukum antarapasien dan
dokter dalam layanan kesehatan, yaitu hubungan kare-
naterjadikontrak terapeutik dan hubungan karenaada-
nya peraturan-perundangan.’*Dalam hubungan yang
pertama, diawali perjanjian tidak tertulis sehinggake-
hendak kedua belah pihak diasumsikan terakomodasi
pada saat kesepakatan tercapai. Kesepakatan yang di-
capai, antara lain berupa persetujuan tindakan medis
ataumalah penolakan sebuahrencanatindakanmedis.
Hubungan karena peraturan-perundangan biasamuncul
karenakewajiban yang dibebankankepada dokter aki-
bat profesinya tanpa perlu dimintakan persetujuan dari
pasien.!

Dalam transaksi terapeutik harus ada kesepakatan
antara dokter dan pasien, karena secara umum tran-
saksiterapeutik ini tidak akan terjadi tanpa adanya ke-
sepakatan tersebut. Berikutadalah prosesterjadinyake-
sepakatantersebut, yaitu 1) kesepakatan untuk melaku-
kan transaksi terapeutik. Dimulai dari tempat praktik
ataurumah sakittempat dokter bekerja melakukan pe-
nawarankepadapasien, kemudian atas dasar keperca-
yaankepada dokter guna mengupayakan kesembuhan
terhadap penyakitnya, pasien berhak menyepakati atas
penawaran terbuka yang telah dilakukan oleh dokter.
Denganmelakukan pendaftaran ditempat praktik dok-
ter yang bersangkutan, maka dianggap pasien sudah
memberikan persetujuannya. Padatahapini, pasien te-
tap memiliki hak untuk memilih dokter yang diyaki-
ninya dapat mengupayakan kesembuhan bagi dirinya
sebagaibentukimplementasiatasazas kebebasan ber-
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kontrak; 2) persetujuan tindakan medis atau informed
consent,merupakan persetujuan daripasien atau kelu-
arganya yang tentu saja setelah mendapat penjelasan
yang adekuat dari dokter gigi mengenai tindakan me-
dis yang akan dilakukan terhadap diri dankeluarganya.
Adapun terkait informasi yang adekuat, meliputi hal-
hal diagnosis, usulan atau rencana tindakan, prosedur
alternatif jika ada, manfaat dan pentingnya tindakan
tersebut diambil, cara kerja dokter dan prosedur pe-
laksanaan tindakan medik, risiko yang akan terjadi ji-
katindakan medik tersebuttidak dilakukan, risiko dari
dilakukannyatindakan medik tersebut, pemahaman pa-
sien atas informasi yang telahdiberikansehinggamam-
pumengambil keputusan harus dikonfirmasi, kesuka-
relaan pasien dalam memberikan ijin, dan prognosis’
Denganbahasa yang mudah dipahami olehpasien,
informasi sebagaimana tersebut di atas harus disam-
paikan, dan dokter harus mengkonfirmasi ulang atau
meyakinkan bahwa informasi yang telah disampaikan
benar telah dipahami oleh pasien dan keluarganya.’
Banyak ahli berpandangan bahwa hubungan pela-
yanan kesehatan adalah hubungan atas dasar keperca-
yaan. Pasien percaya terhadap kemampuan dokter un-
tuk berupaya semaksimal mungkinmenyembuhkan pe-
nyakit yang dideritanya.>® Pasien juga percaya bahwa
dokterakanberupaya semaksimal mungkin selainme-
nyembuhkan penyakitnya juga akan mengurangi pen-
deritaannya. Besarnyakepercayaan yang terbangunda-
lam pandangan publik inilah yang seringkali berbuah
kekecewaan ketika harapan tidak terwujud, danmela-
hirkankonflik atausengketa. Biasanya pemicunyaada-
lahketika kekecewaantersebuttidak disertai komuni-
kasi yang efektif. Jadi komunikasi adalah kata kunci
dalam sebab-musabab sebuah konflik atau sengketa.®
Bagianyangsangatesensial dalam hubungankon-
trak terapeutik adalah komunikasi.> Informasi yang
lengkap dari pasien diperlukan dokter untuk kepen-
tingan menegakkan diagnosis dan merancang pengo-
batan. Sementara itu informasilengkap dari dokter di-
perlukan pasien untuk menentukan persetujuannya da-
lam tindakan medis yang memenuhi standar.>® Suatu
persetujuan mengenai sebuah tindakan yang akan dila-
kukan dokter atasijin pasien, dapat tertulis maupun ti-
dak tertulisdisebut sebagai informed consent. Informed
consent dilakukan dokter langsung kepadapasien atau
keluarganya, yang berupa penjelasan lengkap menge-
nai tindakan, risiko, dan hal-hal lain yang berhubungan
dengan tindakan yang akan dilakukan, untuk disepa-
kati oleh pasienataukeluarganyayang dikukuhkan de-
ngan menandatangani lembar informed consent secara
tertulis. Dalam hal ini pasien ataupun keluarga pasien
berhak memutuskan untuk menerima ataupun meno-
lak tindakan yang akan dilakukan.’
Ada dua tujuan utama dari persetujuan tindakan
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kedokteran, yaitu 1) melindungipasienterhadap segala
tindakan medik yang dilakukan tanpa sepengetahuan
pasien, misalnya hendak melakukan prosedur medik
yang sebenarnya tidak perlu dan tanpa ada dasar me-
diknya, 2) memberikan perlindungan hukum kepada
dokter terhadap akibat yang tak terduga dan bersifat
negatif. Perlindungan hukum yang dimaksud di sini
adalah perlindungan yang terbatas pada keadaan risk
of treatment yang tak mungkin dihindarkan, walaupun
sang dokter sudah berusaha sedapat mungkin dan ber-
tindak dengan sangat hati-hati danteliti. Karena setiap
tindakan medis yang dilakukan oleh dokter, terkadang
hasilnyabersifatketidakpastian dan tidak dapat diper-
hitungkan secara matematik karena dipengaruhi oleh
faktor-faktor lain yang berada di luar kekuasaan dan
kontrol dokter, misalnya virulensi penyakit, kepatuhan
pasien, kualitas obat dan sebagainya.'”

Hubungan hukum antara dokter dan pasien yang
semulabersifat paternalistik bergesermenjadi hubung-
anyang dilaksanakan dengan saling mengisi dansaling
ketergantungan antara kedua pihak yang ditandai de-
ngan suatu kegiatan aktif yang saling mempengaruhi
berdasarkanpersamaaan hak dankewajiban.2*Dengan
polademikian, ke depan paradoktermemiliki tantang-
antersendiri. Duludokterhanyamemfokuskanmasalah
pada keluhan dan penyakit pasien, meskipun saat ini
dokter harus memberi informasi yang lengkap tentang
rencanatindakan danakibattindakan serta risiko yang
akan muncul.'°

Hubungan konsep kontraktual antara dokter dan
pasiendalam layanan kesehatan saling ketergantungan
dapatberjalanseimbangjikamasing-masing pihak me-
ngetahui hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban
dokter dan pasien diatur dalam UU No.29 tahun 2004
tentang Praktek Kedokteran Pasal 50-51 (dokter) dan
Pasal 52-53 (pasien) serta dalam Kode Etik Kedokter-
an Indonesia, hal kewajiban dokter terhadap pasien.’

Dalam UU No.29tahun2004 tentang Praktek Ke-
dokteran Pasal 50 tertulis, dokter atau dokter gigi da-
lam melaksanakan praktik kedokteran memiliki hak
a)memperoleh perlindungan hukum sepanjang melak-
sanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan stan-
dar prosedur operasional; b) memberikan pelayanan
medis menurut standar profesi dan standar prosedur
operasional; ¢) memperoleh informasi yang lengkap
dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan d) mene-
rima imbalan jasa.

Pasal 51 menyatakan dokter ataudokter gigi dalamme-
laksanakan praktik kedokteran memiliki kewajiban a)
memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar
profesi dan standar prosedur operasional serta kebu-
tuhan medis pasien; b) merujuk pasien ke dokter atau
dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau ke-
mampuan yang lebih baik, apabilatidakmampumela-
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kukan suatu pemeriksaan atau pengobatan; c) meraha-
siakansegalasesuatu yang diketahuinya tentang pasien,
bahkanjugasetelah pasienitu meninggal dunia; d)me-
lakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanu-
siaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertu-
gas danmampumelakukannya; dane) menambahilmu
pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu ke-
dokteran atau kedokteran gigi.

Dalam UU No.29 tahun2004 tentang Praktek Ke-

dokteran Pasal 52 tertulis, pasien dalam menerima la-
yanan pada praktik kedokteran, memiliki hak a) men-
dapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan
medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 3;
b) meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain; c)
mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhanme-
dis; d) menolak tindakan medis; dan €) mendapatkan
isi rekam medis.
Pasal 53, pasien dalammenerima layanan pada praktik
kedokteran, memiliki kewajiban a)memberikan infor-
masiyanglengkap dan jujur tentang masalah kesehat-
annya; b) mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau
dokter gigi; c) mematuhi ketentuan yangberlaku di sa-
ranapelayanan kesehatan; dan d) memberikanimbalan
jasa atas pelayanan yang diterima.

Dalamkaitannya dengankewajiban dokterterha-
dap pasien, Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODE-
KI)menyebutkan 1) Pasal 10, setiap dokter wajib ber-
sikap tulus ikhlas menggunakan segala ilmu dan ke-
trampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ia
tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pe-
ngobatanmakaatas persetujuan pasien, wajibmerujuk
pasien kepada dokter yang memiliki keahlian dalam
penyakittersebut; 2) Pasal 11,setiap dokter harusmem-
berikankesempatan kepada pasienagar senantiasa da-
pat berhubungan dengan keluarga dan penasihatnya
dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya; 3)
Pasal 12, setiap dokter wajib merahasiakan segala se-
suatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bah-
kan juga setelah pasien itu meninggal dunia; 4) Pasal
13, setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat
sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia
yakin ada orang lain yang bersedia dan mampu mem-
berikannya.

Masalah kontraktual dalam pelayanan kesehatan

Perkembanganilmu dan teknologi sejalandengan
perkembangan pemikiran pasien terhadap pelayanan
kesehatan. Sebelumnya pasien beranggapanbahwa se-
orang dokter tidak mungkin salah dalam memberikan
pelayanan kesehatan baik itu berupa tindakan medik
maupun pengobatan. Oleh karena itu, pasien percaya
seorang dokter mampu menyembuhkan penyakitnya.
Model hubungan antara dokter dan pasien seperti ini
sifatnyavertikal-paternalistik. Dewasaini dokter harus
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menjelaskanduluapayanghendak dilakukanterhadap
pasien, apa risiko dan akibatnya jika tidak dilakukan.
Pasien semakin kritis, tahu dan menyadari akan hak
sertakewajibannya, sehingga hubungan antara dokter
dan pasien dipandang sebagai suatu hubungan kon-
traktual yang sifatnya sederajat atau horisontal.!!

Dasarkewajiban dokteradalah adanya hubungan
kontraktual profesional antara tenaga medis dengan
pasiennya, yang menimbulkan kewajiban umum dan
kewajiban profesional bagi tenaga medis tersebut.>!
Kewajibanprofesi diuraikan di dalam sumpah profesi,
aturan etik profesi, berbagai standar pelayanan, dan
berbagai prosedur operasional. Perlunyasuatu standar
dalampelayanan medis bagi tenaga medis merupakan
suatu kewajiban yang harus dipenuhi karena UU No.
29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran pasal 44
menyebutkan bahwa dokter atau dokter gigi dalamme-
nyelenggarakan praktek kedokteran wajib mengikuti
standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi.'?
Demikianjuga dalam pasal 51 UU No. 29 tahun 2004
menyebutkan dokter atau dokter gigi dalam melaksa-
nakan praktek kedokteran memiliki kewajiban untuk
memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar
profesidanstandar prosedur operasional sertakebutuh-
an medis pasien.>!? Kewajiban untuk melaksanakan
standarpelayananmedisjugadiatur dalam Pasal 24 UU
No.36 Tahun2009 tentang Kesehatan, yaitu 1) tenaga
kesehatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 23 harus
memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak
pengguna layanan kesehatan, standar pelayanan, dan
standar prosedur operasional; 2) ketentuan mengenai
kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi; 3) keten-
tuanmengenai hak pengguna pelayanankesehatan, stan-
darpelayanan, dan standar prosedur operasional seba-
gaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Pera-
turan Menteri.'?

PEMBAHASAN

Dalam hubungan kontraktual dokter setuju meng-
upayakan kesembuhan pasien secara cermat dan sung-
guh-sungguh,sedangkan pasien menyetujuidilakukan-
nyatindakanmedik tertentu oleh dokterkepadanyade-
nganatau tanpaimbalansejumlah uangtertentu. Kare-
na hubungan antara dokter dan pasien tersebut meru-
pakan hubungan atas dasar perjanjian (kontrak), maka
syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang di-
atur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdataatau Burgerlijk Wetboek (BW) berlaku dalam
hubungan tersebut.!* Hubungan hukum antara dokter
dan pasien lahir karena perjanjian, maka bila pasien
merasadirugikan akibattindakan medik tertentu yang
tidak sesuai dengan isi perjanjian, maka ia dapat me-
ngajukan gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243
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KUH Perdata.>"3 Sebaliknya, bila pasien merasa diru-
gikan akibatkesalahan atau kelalaian dokter yang lahir
karena perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige
daad), misalnya karena kelalaian dokter dalam mela-
kukantindakan medis (malpraktik), maka pasien atau
keluarganya dapat menggugatnya berdasarkan Pasal
1365 KUH Perdata.>"?

Permasalahannya adalah baik gugatan atas dasar
wanprestasi ataudugaanperbuatanmelanggar hukum.
Penggugat(pasien) harus dapatmembuktikankesalah-
an atau kelalaian tergugat (dokter) yang mengakibat-
kan kerugian terhadap pasien. Hal ini terkait dengan
persoalan pembuktian unsur kesalahan dan alat-alat
bukti yang dapatdigunakan untuk membuktikan unsur
kesalahan itu. Di bidang kesehatan dan kedokteran,
dikenal empat jenis alat bukti surat yang dapat mem-
bantu untuk membuktikan ada atau tidak adanya ke-
salahanataukelalaian dokter dalam melaksanakan tu-
gas profesinya, yaitu 1) kartu berobat (medical card);
2) persetujuan tindakan medis (informed consent); 3)
rekam medis (medical record); dan 4) resep dokter
(medical recipe).t

Hubungan konsep kontraktual dalam pelayanan
kesehatan spesialis prostodonsia

Transparansi perawatan, pedoman, dan protokol
standar perawatan bukan hanya standar dokter gigi,
halinijugamembantu doktermembuat pilihan terbaik
untuk seorang pasien.>'s Ini juga berfungsi sebagai ban-
tuan bagi pasien, untuk menilai perawatanyang diusul-
kan dokter gigi mereka. Di dalam standar perawatan
adainstrumenuntuk melayani otonomipasien. Standar
ini juga digunakan sebagai instrumen untuk membantu
dokter gigi untuk pilihan dan pekerjaannya.’ Dengan
menerapkanstandar perawatan ini, pihak ketiga dapat
menilai pekerjaan seorang dokter gigi. Untuk melayani
tujuanyangberbeda,standarnya harustransparan, mu-
dah diakses, dan bisa dimaklumi, tidak hanya untuk
dokter gigi tetapi juga untuk pasien dan pihak ketiga.'>

Secara yuridis, perjanjian terapeutik diartikan se-
bagai hubungan hukum antara dokter dengan pasien
dalampelayanan medis secara profesional didasarkan
kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan ketram-
pilan tertentu di bidang kesehatan. Terapeutik adalah
terjemahandaritherapeutic yangberartidalam bidang
pengobatan. Ini tidak sama dengan terapi yang berarti
pengobatan. Persetujuan yang terjadiantaradokter dan
pasien bukan hanya di bidang pengobatan saja tetapi
lebih luas, mencakup bidang diagnostik, preventif, re-
habilitatif maupun promotif, maka persetujuan ini di-
sebutpejanjian terapeutik atau transaksi terapeutik.>'¢
Perjanjian terapeutik jugadisebut dengankontrak tera-
peutik yang merupakan kontrak yang dikenal dalam
bidang pelayanan kesehatan. Fred Amelnmengartikan
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perjanjianterapeutik dengankontrak;pihak dokterber-
upayamaksimal menyembuhkan pasien (inspanning-
verbintenis) jarang merupakankontrak yang sudah pas-
ti (resultaatverbintenis).>'S

Dalam perikatan (konsep kontraktual)dikenal ada
duamacam perjanjian, yang disebut perjanjian upaya/
ikhtiar (inspanningverbintenis) artinya kedua belah pi-
hak berjanjiatausepakatberdaya upaya secara maksi-
mal untuk mewujudkan apa yang diinginkan dan per-
janjianhasil (resultaatverbintenis) yaitu suatu perjan-
jian yang akan memberikan resultaat atau hasil yang
nyata sesuai apa yang diperjanjikan.>!°

Bentuk kontraktual yang dapat terjadi pada pera-
watanprostodonsi, yaitua) kontraktual ikhtiar padape-
rawatan prostodonsi. Kontraktual ikhtiar (inspanning-
verbintenis)adalah suatu hubungan hukum yangdi da-
lamnya terdapat prestasi berupa upaya, artinya kedua
belah pihak yang berjanji berdaya upaya secara mak-
simal untuk mewujudkan apa yang diperjanjikan.>!
Jadi, prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian an-
tara dokter gigi dan pasien adalah ikhtiar yakni upaya
semaksimal mungkin, sehingga dikatakan prestasi yang
diperjanjikan dalam perjanjian terapeutik dokter gigi-
pasientermasuk dalaminspanningverbintenis,atau per-
janjian ikhtiar/upaya karena dalam perawatan prosto-
donsiobjek transaksi terapeutik tersebut bukan bagus
atautidaknya gigi tiruan, melainkanmelakukanupaya
semaksimal mungkin untukmembuat gigitiruan yang
memperhitungkan kesehatan pasien.

Dokter gigi tidak bisamenjanjikan gigi tiruan yang
memuaskan sesuai keinginan pasienkarena estetik/ke-
indahan yang diinginkan yaitu bentuk dan warna gigi
tiruan, ataupun kenyamanan pemakaian gigitiruan pada
pasienmerupakanhal yangtidak dapat dipastikan, ka-
renasangat tergantung dari berbagai faktor, baik intrin-
sik dalamrongga mulut pasien maupun ekstrinsik. Fak-
torintrinsik misalnyakesehatan umum pasien, kondisi
dan anatomi tulang penyangga gigi; pada tulang pe-
nyangga yang rapuh atau tipis akan menyulitkan re-
tensi gigi tiruan. Sedangkan faktor ekstrinsik yang sa-
ngat berpengaruh antara lain psikologis pasien, faktor
jeniskelamin, faktor kedudukan status dan profesi pa-
sien dan ketersediaan waktu untuk melakukan proses
perawatan serta keinginan dan sikap pasien terhadap
gigi alami yang masih ada. Demikian juga pasien se-
bagai pihak yang menerima layanan medis harusjuga
dapatberdayaupayamaksimal untuk mewujudkan ha-
rapandankesembuhandirinya. Tanpa bantuan pasien,
makaupaya dokter gigi tidak akan mencapaihasil yang
diharapkan. Pasien yang tidak kooperatif merupakan
bentuk contributarynegligence yang tidak bisa diper-
tanggungjawabkan oleh dokter gigi. Dalam konsep ini
seorang dokter gigi hanya berkewajiban untuk mela-
kukan layanan kesehatan dengan penuh kesungguhan,
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dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan perha-
tiannya sesuai standar profesinya. Dengan perkataan
lain, dokter gigi tidak bisa diminta untuk membuat gigi
tiruan yang bagus dan nyaman dipakai, tetapi akan ber-
upayasemaksimal mungkinmewujudkannya, sehing-
ga gigi tiruan yang bagus dan nyaman dipakai oleh pa-
sien bukan sebagai prestasi yang dapat diperjanjikan.
Perasaannyaman (enak dipakai, warnadan bentuk gigi
tiruansesuai keinginan)tidak dapatdiukurkarena ting-
kat kepuasan maupun respon seseorang dalam mene-
da-beda; b) kontraktual hasil pada perawatan prosto-
donsi. Kontraktual hasil atau resultaatverbintenis, yak-
ni suatu perjanjian bahwa pihak yang berjanji akan
memberikansuaturesultaat,yaitusuatuhasil yangnya-
tasesuai dengan apa yang diperjanjikan.>!° Denganka-
talainkontraktual hasil adalah perikatan untuk meng-
hasilkansesuatu. Jadi dalam perikatan hasil ini presta-
siyang diberikan adalah terukur ataudapat ditentukan.

Prestasi dalam hubungan dokter gigi dengan pa-
sienadalah berbuat sesuatu sesuai dengan kesepakatan
yangtelah dicapai dengan pasien, bukan menghasilkan
sesuatu yang diartikan sebagai menghasilkan gigi tiru-
annya. Karena sesungguhnya gigi tiruan yang dibuat
oleh dokter gigimerupakanhasil akhirtetapi gigitiruan
tersebut merupakan peranti untuk kesehatan pasien ya-
itumengembalikan fungsi kunyah agar gigi geliginya
nyaman untuk mengunyah. Sekalipun tujuan pembu-
atan gigi tiruan diutamakankepentingan estetik belaka,
tetap sajadokter gigi akan bekerja sesuai dengan stan-
dar pelayanan medis yang ada, sehingga sesungguh-
nyatidak dapat dikatakansebagai perjanjian hasil. Ke-
puasanpasienantararasanyamanmerupakan keadaan
yang sulit terukur karena tergantung berbagai faktor.

Peran kode etik kedokteran dalam layanan pasien

Etika adalah prinsip atau kebajikan moral yang
mengatur karakter dan perilaku individu atau kelom-
pok. Etika, sebagai cabangdari filsafat danteologi,ada-
lah studi sistematis tentang apa yang benar dan baik
berkenaan dengan karakter dan perilaku. Etika beru-
saha menjawab dua pertanyaan mendasar, yaitu apa
yangharuskitalakukan dan mengapa kita harus mela-
kukannya.

Objek etikalebih menekankan semangat (atauniat)
dari pada hukum. Etika kedokteran gigi menerapkan
prinsip-prinsip moral dan kebajikan pada praktik ke-
dokteran gigi. Istilah etika dan moral telah digunakan
secarasinonimdan dulunyahanyaberartimasalah, per-
tanyaan, refleksi, atau penilaian yang diterapkan me-
nyangkut apa yang seharusnya atau tidak seharusnya
dilakukan, atau apa masalah kewajiban seseorang.

Etikamempengaruhi hampirsetiapkeputusan yang
dibuat diklinik gigi, meliputi aktivitas menilai danme-
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milih. Etikamempengaruhi hubungan dengan pasien,
masyarakat, staf kantor, dan profesional lainnya. Se-
bagai seorang dokter gigi, harusmenghasilkanbanyak
keputusan. Beberapakeputusan bersifat langsung dan
mudah; orang lain bisa sangat sulit. Etika terkait erat
dengan keputusan dan dengan aktivitas sehari-hari di
tempatkerja. Ketika etika diabaikan, berisikomembu-
atnyamenjaditidak etis. Keputusanyang tidak etis da-
patmenyebabkantidak etis mengadakannya. Setidak-
nya, perilaku tidak etis adalah serius membahayakan
layanan kepada pasien dan merusak kemampuan un-
tuk berfungsi sebagaiseorangprofesional. Etika sangat
penting bagi seorang profesional. Penekananpadaeti-
ka dan perilaku etis dengan jelas membedakan posisi
sebagai seorangprofesional. Tanpalandasan etikayang
kokoh, secara sederhana seseorang tidak bisamenjadi
profesional sejati.!”

Dengan setujuuntuk mengambil bagiandalam hu-
bungan dokter gigi-pasien, keduanyamenerimakewa-
jibanatautugastertentu. Keduanyamenerimatanggung
jawabuntukmengungkapkan informasi terkaithubung-
an tersebut. Dokter gigi wajib menghormati privasi
pasien, mempertahankan kepercayaan pasien, tepati
janji, jujur, dan pertimbangkan nilai-nilai kesabaran
dan preferensi pribadi dalam keputusan pengobatan.
Dokter gigi harus memberi tahu pasien tentang pe-
ngobatan yang diusulkan, dan alternatif yang masuk
akal, yangmemungkinkan pasien terlibat dalam kepu-
tusanpengobatan. Dokter gigi juga wajib menjaga ke-
rahasiaan catatan pasien. Dokter gigi harus memeliha-
ra catatan pasien dengan cara yang konsisten dengan
perlindungan kesejahteraan pasien. Atas permintaan
pasien atau praktisi gigi lainnya, dokter gigi wajib
memberikan informasi apapun sesuai dengan hukum
yang akan berlaku, memberikan informasi yang ber-
manfaatuntuk pengobatan pasientersebut di masa da-
tang.'®

Dokter gigi spesialis prostodonsia dalam melaksa-
nakan pelayanannya, tidak lepas dari fungsi kemanu-
siaan, maka perlu mengetahui dan memahami kode
etik dalampelayanannya terhadap pasien yang akandi-
rawat dengan demikian mampu memberi pelayanan
yang maksimal sesuai dengan kewajibannya. Berikut
adalah isi dari kode etik kedokteran gigi tentang ke-
wajiban dokter gigi terhadap pasiennya, yaitu 1) Pasal
9, dalam menjalankan profesinya, setiap dokter gigi
Indonesia wajibmemberikan layanan sebaikmungkin
kepada penderita; 2) Pasal 10, dalam hal ketidakmam-
puan menangani suatu kasus, maka setiap dokter gigi
Indonesia wajib merujuk atau mengkonsultasikan ke-
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padatemansejawatyanglebih ahli; 3) Pasal 11, setiap
dokter gigi Indonesia wajib merahasiakan segala se-
suatu yang diketahui tentang penderita, bahkan juga
setelah penderita meninggal dunia; 4) Pasal 12, setiap
dokter gigi Indonesia wajib memberikan pertolongan
daruratdalambatas-bataskemampuannya, sebagai su-
atu tugas perikemanusiaan, kecuali padawaktu itu ada
orang lain yang lebih mampu memberi pertolongan.

Perkembangan ilmu dan teknologi sejalan dengan
perkembangan pemikiran pasien terhadap pelayanan
kesehatan. Pasien telah mengetahui bahwa seorang
doktermungkin saja keliru atau lalai dalam memberi-
kanlayanankesehatanbaik itu berupa tindakan medik
maupun pengobatan, sehingga dewasainipasien lebih
komunikatif dalam menerima pelayanan kesehatan.
Dokter gigi dituntut untuk memberi layanan yang se-
baik-baiknya, harusmenjelaskan diawal hal yang hen-
dak dilakukan terhadap pasien, aparisiko dan akibatnya
jika tidak dilakukan. Pasien semakin kritis, tahu dan
menyadari hak sertakewajibannya, sehinggahubungan
antara dokter dan pasien dipandang sebagai suatu hu-
bungan kontraktual.

Dasar adanya kewajiban dokter adalah adanya
hubungan kontraktual profesional antara tenaga medis
dengan pasiennya, yangmenimbulkankewajiban um-
um dan kewajiban profesional bagi tenaga medis ter-
sebut. Kewajiban profesional diuraikandi dalam sum-
pah profesi, aturan etik profesi, berbagai standar pe-
layanan, dan berbagai prosedur operasional.

Agar hubungan kontraktual dokter dan pasien
berjalan seimbang maka, kedua belah pihak dituntut
untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing
pihak. Dalam hubungankontraktual tersebuathal yang
paling utama dipahami adalah etika karena etika ke-
dokteran gigi menerapkan prinsip-prinsip moral dan
kebajikan pada praktek kedokteran gigi. Untuk men-
cegahterjadinyakonflik, keduabelah pihak dalam pro-
ses pelayanan kesehatan, dokter sebagai pemberi la-
yanan dan pasien yang menerimalayanan, harus mem-
beri penjelasan yang lengkap tentang hal-hal yang ber-
hubungan dengan pengobatannya.

Disimpulkanbahwauntuk layanankedokteranspe-
sialisprostodonsia, pasien diharapkan tidak menuntut
hasil perawatan yang berlebih karena dalam perawatan
prostodonsi hasilnyasangatbergantung kepadabanyak
faktor, terutama keadaan klinis pasien. Intinya, de-
ngan komunikasi yang baik, diharapkan tidak terjadi
ketidakpuasan dari pasien dan dokter pun akan ber-
dayaupayauntuk memberi pelayanan yang maksimal
dan profesional.
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